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INTISARI

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dan mutlak
jukan, sedang tanah yang tersedia sangat terbatas. Oleh sebab itu
igunaan dan pemanfaatan tanah harus ditata sedemikian rupa agar tidak
imbulkan degradasi lingkungan. Aspek tata guna tanah (TGT) dalam
jurusan hak, khususnya pengakuan dan pemberian hak berfungsi
gai salah satu perangkat pengendalian, agar penggunaan tanah sesuai
jan peruntukannya dalam tata ruang, sehingga produk yang dihasilkan
pa sertipikat dapat mewujudkan catur tertib pertanahan secara
slurunan. Dalam setiap pengurusan hak atas tanah di Kantor Pertanahan
upaten Flores Timur pada tahun 2000-2004 tidak disertai pemberian
imbangan aspek TGT. Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik untuk
\gadakan penelitian mengenai pelaksanaan pemberian pertimbangan
sk TGT dalam pengurusan hak atas tanah di Kantor Pertanahan
upaten Flores Timur. Penelitian Ini dilakukan untuk mengetahui
penyebab tidak dilaksanakannya pemberian pertimbangan aspek TGT,
(2). upaya untuk mengaktifkan kembali kegiatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis
kriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan
umentasi. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pertimbangan
ek TGT dalam pengurusan hak, dilakukan pengelompokan data
dasarkan studi dokumentasi yang disajikan dalam bentuk tabel.
dasarkan data tersebut, dilakukan wawancara untuk mengetahui kendala
» saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pertimbangan aspek
T, serta upaya apa saja yang dilakukan agar berbagai kendala tersebut
atasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dijumpai bahwa selama kurun waktu 5
un (2000-2004), setiap pengurusan hak atas tanah khususnya pemberian
1 pengakuan hak tidak disertakan pemberian pertimbangan aspek TGT.
| ini disebabkan oleh 1). tidak tersedianya sumber pembiayaan untuk
aksanaan pemberian pertimbangan aspek TGT; 2). belum tersedianya
joman teknis pelaksanaan dan standar operasional pemberian
timbangan aspek TGT, 3). terbatasnya ketersediaan data dan informasi
tanahan yang aktual, dan lengkap; 4). terbatasnya ketersediaan sumber
ya manusia (SDM). Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi, maka
aya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur

alah 1). peningkatan koordinasi, koordinasi dimaksud berupa koordinasi
g e T L b e ol ataras A\ manaadasn data sebagai
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PENDAHULUAN

. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai
kedudukan sangat penting daiam kehidupan. Pentingnya kedudukan
tanah itu tidak hanya dari aspek fisik tetapi juga dari aspek ekonomi,
scsial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta aspek
lingkungan hidup. Aspek-aspek tersebut saling berhubungan can
saling mempengaruhi, jika salah satu aspeknya terabaikan akan
membawa dampak terhadap aspek lainnya.

Dalam setiap pelaksanaan pembangunan aspek lingkungan
seringkali terabaikan, karena perhatian pembangunan lebih diarahkan
pada upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini perlu disadari
karena akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi
keberlanjutan pembangunan dan k;ahidupan di planet bumi ini. Adanya
degradasi lingkungan di berbagai tempat merupakan bukti nyata
pelaksanaan pembangunan yang selalu mengabaikan lingkungan.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang jumlahnya terbatas
baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam memenuhi kebutuhan

pembangunan sedapat mungkin direncanakan dan ditata sedemikian



Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Tjokrowinoto,
Moeljarto (2002: 3) yang mengatakan bahwa “proses pembangunan
berlangsung dalam ruang tertentu, dan karenanya the management .
of space merupakan determinan keberhasilan pembangunan.”

Upaya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia didasarkan
pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”, yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUPA serta
ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksanaan yang bersifat
teknis dan operasional.

Kewenangan yang harus diemban oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) telah dituangkan dalam Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA), yang berbunyi bahwa:

“Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini

memberi wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa,

c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air, dan ruang angkasa,” (Pasal 2 ayat (2) UUPA).

Hal tersebut menunjukan bahwa negara dengan segala

kewenanaannva mempunvai kewaiiban untuk mewujudkan
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Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 2 UUPA khususnya ayat (2)
butir (a), telan diatur dalam Pasal 14 UUPA dengan tetap
memperhatikan semangat otonomi daerah, yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasa! ini

dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan,

pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan
penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya,
sesuai dengan keadaan daerah masing-masing”, (Pasal 14 ayat

(2) UUPA).

Semangat Pasal 14 UUPA kini telah menjadi semakin nyata dengan
dikeluarkannya Keputusan Presiden Rl No. 34 Tahun 2003 tentang
Kebijaksanaan Nasional di bidang pertanahan. Pada Pasal 2 (dua)
Keppres No. 34 Tahun 2003 tersebut telah diatur 9 (sembilan)
kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu
kewenangan yang sangat terkait dengan tugas penatagunaan tanah
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota menurut
Pasal 2 ayat (2) butir i Keppres ini adalah “perencanaan penggunaan
tanah wilayah kabupaten/kota.”

Penggunaan tanah pada wilayah kabupaten/kota sangat terkait
dengan penataan ruang kabupaten/kota yang bersangkutan, sehingga
peiaksanaannya harus dilakukan secara konsekuen dan konsisten.

Semangat ini telah diatur dalam ketentuan mengenai Penatagunaan

Tanah (PGT), yang menyatakan bahwa:



kerangka kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria”, (Penjelasan Umum, PP No. 16 Tahun 2004).

Berdasarkan bunyi pernyataan di atas dapat dikatakan pula
bahwa setiap kegiatan dalam pemanfaatan ruang harus
memperhatikan ketentuan mengenai penataan ruang yang ada pada
wilayah yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan di bidang pertanahan
sangat erat kaitannya dengan penataan ruang. Kewenangan
pertanahan berdasarkan UUPA adalah permukaan bumi, namun akan
sangat terkait denéan tubuh bumi di bawahnya, dan air, serta ruang
yang ada di atasnya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap setiap
hak atas tanah yang akan diberikan kepada seseorang atau badan
hukum tertentu yang pemanfaatannya tidak terlepas dari tubuh bumi di
bawahnya serta air, dan ruang yang ada di atasnya. Konsep ini
tentunya berlandaskan pada Pasal 4 ayat (2) UUPA.

Setiap kegiatan di bidang pertanahan yang‘ secara khusus
mengatur mengenai hubungan hukum antara orang-perorangan/
badan hukum dengan tanah dalam menunjang pembangunan nasional
perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan
sumber daya manusia dan sumber daya alam maupun sumber daya
buatan yang tersedia, agar dapat terwujud suatu pola pembangunan

yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu



terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan
pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Diketahui bahwa intensitas pembangunan terus bertambah,
sedang tanah yang tersedia sangat terbatas, bahwa tanah yang
tersedia pun tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan karena adanya
perbedaan potensi dan kemampuan yang dimiliki tanah. Berdasarkan
pemikiran dimaksud, maka perlu diperhatikan pernyataan berikut:

“disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak tak

terbatas, bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik,

kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan
penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu diperlukan penataan
ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran
kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan

estetika lingkungan”, ( Soemadi, 2003: 30).

Pernyataan“"di atas menunjukan bahwa upaya penataan dan
pengendalian ruang (tanah) sudah merupakan kebutuhan yang harus
dipenuhi dalam pemanfaatannya. Salah satu strategi yang dapat
diterapkan terkait dengan kegiatan dibidang pertanahan adalah pada
saat pemberian sesuatu hak atas tanah melalui pemberian penilaian
dan pertimbangan dari segi Penatagunaan Tanah. Jenis penilaian dan
pertimbangan dari segi ini disebut aspek TGT. Adapun maksud dari
Aspek TGT menurut Soemadi (2003: 68) adalah “penggunaan tanah

selain harus menjamin berbagai kebutuhan pembangunan, juga harus

digunakan secara efisien sesuai dengan potensi, dan-fungsinya, serta



Dengan melihat berbagai hal di atas, maka dapat dikatakan
bahwa peran Aspek TGT menjadi sangat strategis. Kedudukan Aspek
TGT sebagai salah satu syarat dalam penetapan keputusan pemberian
ha < atas tanah sangat terkait dengan segi administratif. Jika ketentuan
administratif dimaksud tidak terpenuhi maka produk yang dihasilkan
dari kegiatan pemeriksaan tanah dapat dikatakan cacat hukum, dan
tentunya tidak memiliki jaminan kepastian hukum.

Kedudukan Aspek TGT dari segi fisik, tentu sangat erat
kaitannya dengan kemampuan, potensi, dan fungsi dari tanah tersebut.
Setiap penggunaan dan pemanfaatan tanah perlu memperhatikan
kemampuan dan daya dukungnya agar dapat menjadi lebih optimal
hasil yang diperoleh. Pengabaian terhadap aspek ini akan diikuti oleh
sederetan akibat terhadap tanah dan lingkungan sekitarnya, yang
dampaknya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri.

Kepentingan yang lebih luas dari Aspek TGT jika diabaikan
adalah dapat memberi peluang munculnya berbagai kerawanan sosial
dan ekonomi terkait dengan pemanfaatan tanah, dan tentu akan
berakibat pada terganggunya stabilitas keamanan baik dalam cakupan
wilayah sempit maupun pada wilayah yang lebih luas. Dari aspek
lingkungan hidup akan muncul ketidakteraturan dalam pemanfaatan

tanah, karena tidak sesuai dengan rencana persediaan dan
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keruangan lainnya, seperti adanya benturan kepentingan baik antara
orang perorangan, masyarakat dengan pihak swasta, masyarakat
dengan pemerintah dan lain sebagainya. Timbulnya pemukiman
kumuh, penurunan kualitas air bersih, tanah tandus/gersang, polusi
udara dan seterusnya merupakan berbagai dampak yang akan
ditimbulkan akibat penggunaan dan pemanfaatan ruang (tanah) tidak
secara bijaksana.

Ketentuan yang mendasari pelaksanaan pemberian aspek TGT
adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978
tentang Fatwa Tata Guna Tanah. Penetapan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan
pemberian Fatwa (aspek) TGT diabaikan, melainkan pelaksanaannya
lebih  disederhanakan dalam rangka menunjang kegiatan
pembangunan.

Telah ditegaskan pada pasal 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah,
bahwa setiap pemberian sesuatu hak atas tanah harus
mempertimbangkan aspek-aspek tata guna tanah, landreform, hak-hak

atas tanah, dan jaminan kepastian hukum. Pertimbangan-



Pemberian pertimbangan oleh panitia A tidak hanya melalui
pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan di kantor pertanahan,
tetapi harus mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas bidang
tanah yang dimohon, baik menyangkut aspek fisikk maupun aspek
yuridis. Pelaksanaannya sesuai fungsi dan tugas masing-masing
seksi’lkomponen pada kantor pertanahan. Pemberian pertimbangan
dari Seksi Penatagunaan Tanah (PGT) berupa aspek TGT untuk
menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah dengan rencana
pembangunan daerah atau rencana tata ruang yang berlaku.

Pertimbangan aspek TGT sebagai salah satu perangkat dalam
pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah selama ini dirasa
kurang berperan dalam pengurusan hak atas tanah, khususnya
pemberian dan pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten
Flores Timur. Hal ini tentunya tidak hanya berpengaruh pada csegi
administratif dalam penyelesaian permohonan hak, tetapi juga
terhadap kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRWi/rencana
pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan  penelitan  mengenai:  Pelaksanaan  Pemberian
Peitimbangan Aspek Tata Guna Tanah Dalam Pengurusan Hak

Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur.



Permasalahan

Pemberian pertimbangan aspek TGT sebagai salah satu
bahan penilaian dalam pengurusan hak atas tanah, khususnya
pengakuan dan pemberian hak yang merupakan bagian dari
keseluruhan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaien
Flores Timur belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal
ini dapat dilihat dari tidak disertakannya survei teknis penatagunaan
tanah (PGT) dalam rangka pemberian pertimbangan aspek TGT.
Kondisi ini tentunya sebagai salah satu faktor penghambat
terwujudnya catur tertib pertanahan, teristimewa tertib penggunaan
tanah beserta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas penyusun dapat
merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. mengapa dalam setiap pengurusan hak atas tanah khususnya
pemberian dan pengakuan hak tidak diberikan pertimbangan aspek
Tata Guna Tanah ?

2. upaya-upaya apakah yang dilakukan Kantor Pertanahan untuk

mengaktifkan kembali pemberian pertimbangan aspek TGT?

Batasan Masalah

Mengingat masih luasnya lingkup permasalahan penelitian,
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1. untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pertimbangan Aspek
Tata Guna Tanah dalam pengurusan hak atas tanah, maka
dibatasi dalam kurun waktu 5 tahun (2000-2004). Didasarkan atas
pertimbangan setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah;

2. mengenai jenis hak yang akan diselesaikan pengurusannya
adalah Hak Milik;

3. kewenangan dalam penyelesaian Hak Milik atas tanah dibatasi
pada kewenangan Kepala Kantor Pertanahan, yaitu untuk tanah
pertanian dengan luas tidak lebih dari 2 Ha dan non pertanian
tidak lebih dari 2000 meter persegi;

4. mengingat luasnya wilayah, maka data yang diambil dalam
pelaksanaan pemberian pertimbangan aspek TGT untuk
pengurusan hak atas tanah dibatasi pada data yang ada untuk

Kecamatan Larantuka.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian adalah:

a. untuk mengetahui apa yang menyebabkan tidak diberikan
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b. untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh
kantor pertanahan dalam rangka mengaktitkan kembali
pemberian pertimbangan aspek TGT.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. sebagai bahan informasi dan masukan kepada Kantor
Pertanahan dalam melaksanakan tugas, terutama yang terkait
langsung dengan pemberian pertimbangan Aspek Tata Guna
Tanah;

b. menambah wawasan penulis, khususnya yang berhubungan
dengan pemberian pertimbangan aspek TGT dalam

penyelesaian pengurusan sesuatu hak atas tanah.
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PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab terdahulu

tentang pelaksanaan pemberian pertimbangan aspek TGT dalam

pengurusan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores

Timur, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1.

penyelesaian permohonan hak atas tanah melalui pemberian dan
pengakuan hak selama kurun waktu 5 tahun (2000-2004) tidak
disertakan survei teknis PGT dalam rangka pemberian
pertimbangan aspek TGT. Berbagai kendala yang dihadapi dalarn
pelaksanaan pemberian pertimbangan aspek TGT adalah:

a. tidak adanya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan

pemberian pertimbangan aspek TGT. Tidak adanya sumber
pembiayaan, karena selama ini belum ada suatu kebijakan atau
pedoman yang secara jelas mengatur mengenai biaya
operasional dari pelaksanaan survei teknis PGT untuk

pemberian pertimbangan aspek TGT;

. belum tersedianya pedoman teknis pelaksanaan dan

standarisasi operasional pemberian pertimbangan aspek TGT.
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pedoman teknis dan standar operasional baik menyangkut tata
cara maupun pendanaannya;

c. terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang aktual, dan
lengkap, untuk keperluan pemberian pertimbangan aspek TGT.
Peta kemampuan tanah, peta penggunaan tanah, dan RTRW
Kabupaten Flores Timur sebagai data pokok dalam
pelaksanaan pemberian aspek TGT belum tersedia secara
Iengkap. dan aktual sebagai acuan dan pedoman dalam
pemberian aspek TGT;

d. terbatasnya ketersediaan SDM
Jumlah pegawai pada Seksi PGT di Kantor Pertanahan
Kabupaten Flores Timur jauh dari kebutuhan ideal. Pegawai :
pada Seksi PGT berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu)
orang sebagai Kepala Seksi PGT dan 2 (dua) orang sebagai
Kepala Sub Seksi tanpa staf. Kondisi ini tentu tidak sebanding
dengan volume dan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan.

2. berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pemberian pertim-
bangan aspek TGT, maka upaya-upaya yang telah dilakukan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah:

a. peningkatan Koordinasi

Upaya koordinasi yang telah dilakukan berupa koordinasi
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Panita A maupun dengan melibatkan Kepala Kantor
Pertanahan dan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Flores
Timur. Koordinasi ekstern dilakukan dengan melibatkan instansi
terkait mengenai pertukaran data yang berhubungan dengan
penataan ruang. Koordinasi ekstern yang melibatkan Kantor
Wilayah BPN Provinsi dan BPN Pusat berhubungan dengan
masalah kebijakan baik tata cara pelaksanaan maupun biaya
operasional.

b. pengadaan data sebagai informasi dalam menunjang pemberian
pertimbangan aspek TGT.
Pengadaan data melalui pembaharuan peta (revisi) dilakukan
terhadap peta penggunaan tanah dan peta kemampuan tanah
yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur,
dengan memperhatikan kebutuhan informasi dari para
pengguna, SDM, peralatan, dan dana yang tersedia.
Keberadaan RTRW telah diupayakan melalui kerjasama

dengan instansi terkait yang ada di Kabupaten Flores Timur.

Saran
1. Pemberian pertimbangan aspek TGT perlu dilakukan dalam setiap
pengurusan hak atas tanah lewat pemberian dan pengakuan hak,

untuk mewujudkan catur tertib pertanahan khususnya tertib
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penggunaan tanah beserta tertib pemeliharaan tanah dan
lingkungan hidup;

. Dalam rangka kejelasan tata cara pelaksanaan dan pembiayaan,
maka perlu ditetapkan berbagai pedoman pelaksanaan dan
standarisasi pelayanan secara nasional menyangkut pemberian
pertimbangan aspek TGT;

. Keberadaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan
perlu lebih ditingkatkan baik secara intern maupun ekstern, agar
berbagai kendala yang sering dihadapi sedapat mungkin
diminimalkan;

. Alternatif pengadaan data (peta) dengan menggunakan sarana citra
satelit dan foto udara sangat efektif, apabila hendak memperhatikan
SDM yang tersedia dan dibandingkan dengan luasnya wilayah yang
harus dipetakan. Selain itu, data yang dihasilkan melalui interpretasi
citra satelit dan foto udara akan lebih lengkap dan akurat. Data
tersebut hendaknya memenuhi berbagai kriteria  teknis

sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan mengenai PGT.
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